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KATA PENGANTAR 
 

 

uji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT 

atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga 

penulisan karya ini yang berjudul "Kebijakan 

Pendidikan Inklusif (Dari Gagasan Hingga Aksi)” dapat 

terselesaikan dengan baik. Penulisan ini merupakan 

bagian dari upaya untuk menyuarakan pentingnya 

kebijakan yang adil dan berpihak pada semua peserta 

didik, tanpa terkecuali. 

Pendidikan inklusif telah menjadi isu yang semakin 

mendapatkan perhatian, baik di tingkat nasional maupun 

global. Gagasan bahwa setiap anak, tanpa memandang 

kondisi fisik, mental, sosial, maupun ekonomi, memiliki 

hak yang sama untuk mengakses pendidikan, telah 

menjadi bagian penting dari pergerakan menuju keadilan 

sosial dalam sistem pendidikan. 

Namun, di balik gagasan yang ideal tersebut, 

pelaksanaan pendidikan inklusif sering kali masih 

menghadapi berbagai hambatan, baik dalam bentuk 

kebijakan yang belum memadai, keterbatasan 

infrastruktur, maupun kurangnya pemahaman para 

pemangku kepentingan. Di sinilah pentingnya analisis 

kebijakan dilakukan secara kritis dan mendalam. 

P 
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Tulisan ini berupaya mengupas bagaimana 

kebijakan pendidikan, baik di tingkat pusat maupun 

daerah, telah merespons tuntutan akan pendidikan 

inklusif. Analisis dilakukan dengan pendekatan 

multidisipliner untuk melihat sejauh mana kebijakan yang 

ada mampu mengakomodasi kebutuhan semua peserta 

didik, terutama mereka yang memiliki kebutuhan khusus. 

Penulis menyadari bahwa kebijakan bukan sekadar 

dokumen administratif, melainkan instrumen penting yang 

menentukan arah dan kualitas layanan pendidikan. Oleh 

karena itu, kebijakan pendidikan inklusif perlu dikaji secara 

objektif, disandingkan dengan realitas di lapangan, serta 

dirancang dengan melibatkan semua pihak terkait, 

termasuk komunitas difabel, guru, orang tua, dan 

pemerhati pendidikan. 

Melalui tulisan ini, penulis ingin mengajak pembaca 

untuk tidak hanya melihat pendidikan inklusif sebagai 

kewajiban moral, tetapi juga sebagai investasi sosial 

jangka panjang yang akan membawa dampak positif bagi 

pembangunan bangsa. Negara yang besar adalah negara 

yang mampu memberi ruang bagi seluruh warganya untuk 

tumbuh dan berkembang secara optimal. 

Harapan penulis, karya ini dapat menjadi referensi 

dan inspirasi bagi para pengambil kebijakan, akademisi, 

dan praktisi pendidikan yang peduli terhadap terwujudnya 

sistem pendidikan yang inklusif dan berkeadilan. Semoga 

tulisan ini dapat mendorong lahirnya kebijakan-kebijakan 

yang lebih responsif dan adaptif terhadap kebutuhan 

semua peserta didik. 
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Tidak lupa, penulis membuka ruang kritik dan saran 

yang membangun dari para pembaca. Semoga karya ini 

memberikan manfaat yang nyata, serta menjadi pemantik 

diskusi dan kolaborasi lebih lanjut dalam memajukan 

pendidikan inklusif di Indonesia. 

Akhir kata, semoga tulisan ini dapat memberikan 

kontribusi dalam upaya membumikan nilai-nilai inklusivitas 

dalam kebijakan pendidikan. Selamat membaca!  

 

Enrekang, Juni 2025 

 

 

Penulis  
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